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PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah
Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap penelitian ini,
maka periu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam
judul tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai penelitian ini.
1. Kebijakan pendidikan
Kebijakan secara umum diartikan dengan kearifan mengelola.
Dalam ilmu-ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar haluan untuk
menentukan langkah-langkah atau tindakan dalam mencapai suatu
tujuan.' Dari arti kebijakan ini bila dikaitkan dengan pendidikan, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah dasar-dasar haluan yang
digunakan dalam menentukan tindakan oleh pemerintah suatu negara
untuk mencapai tujuan pendidikan dalam negaranya.?
2. Orde Baru
Menurut Langenberg, sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Thaba,

Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara. Negara merujuk

: Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), Cet. 1,
hal. 263.

? Peter Salim dan Yuni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:
Modem English Perss, 1991), Edisi |, hal. 202.



pada aspek kelembagaan, sedangkan sistem negara merujuk pada sistem
jaringan eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi. ° Dalam pandangan
AS. Hikam, pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang dipimpin
serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerja sama dengan tehnokrat
dan birokrat sipil. Dengan arti pemerintahan Orde Baru melengkapi
dirnya dengan aparat keamanan represif serta aparat politis-ideologis
untuk melestarikan dan memproduksi kekuasaannya*

Untuk itulah maka Emmerson, sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i
Anwar membuktikan, bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh Soeharto
untuk membangun birokrasi yang kuat, yaitu mampu mengontrol jaringan
yang begitu besar, membuat aparatnya lebih loyal, dan menjadikan
birokrasi lebih aktif.° Dengan demikian birokrasi dibawah presiden
Soeharto telah mampu berkembang menjadi wadah kekuatan untuk
memperiahankan status gquo dan melaksanakan suksesi terencana
diantara jaringan kekuasaan yang mengitarinya, sehingga Orde Baru
mampu berkuasa selama tiga puluh dua tahun.

Namun demikian Orde Baru yang dimaksud disini adalah

pengganti Orde lama, yaitu seperti yang diungkapkan dalam Kamus

* Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru ,(Jakarta: Gema
Insani Perss, 1996), hal. 51.

* Lihat, AS. Hikam, Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di
Indonesia,(Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 3-4. lihat pula, Dewi Fortuna Anwar, “Format
politik Orde Baru dan Agenda Pembangunan Demokrasi Politik® dalam Syafarin Arba
- {ed.), Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme Orde Baru, (Jakarta: Pustaka
Cidesindo, 1998), hal. 4-6. '

* M. Syafti Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia,(Jakarta: Paramadina
Mulia, 1995), hal. 18-19.



Bahasa Indonesia Kontemporer, Orde Baru adalah bentuk, susunan dan
masa pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak 11 Maret 1966° sampai
bulan Mei 1998.
3. Implikasi

Dalam Kamus limiah Populer dijelaskan bahwa arti implikasi
adalah keterlibatan atau pelibatan.” Demikian juga dalam Kamus Besar
Bahasa /ndonesia, implikasi diartikan dengan “keteriibatan atau keadaaan
teribat”’®  Artinya adanya proses pengaruh-mempengaruhi dari satu
sistem terhadap sistem yang lain.
4. Pendidikan Agama Islam

Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam
adalah merupakan salah satu jenis pendidikan agama yang didesain dan
diberikan kepada siswa yang beragama Islam dalam rangka untuk
mengembangkan keberagamaan Islam mereka. la merupakan subyek
pelajaran pilihan yang sejajar dengan pendidikan agama yang lain. °

Dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) PAlI SMU

dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk
menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran

Islam meialui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan

® Peter Salim dan Yuni Salim, Kamus Bahasa..., hal. 1062.

" Pius A. Partanro dan M. Dahlan Al-barry, Kamus llmiah Populer, (Surabaya:
Arkola, 1994), hal. 246.

® Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. 2, hal. 273.

® Chabib Thoha, dkk., Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), hal. 5.



memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan
kerukunan antar umat bergama dalam masyarakat untuk mewujudkan
persatuan nasional. '°

5.  Sekolah Menengah Umum (SMU)

Adatah bagian dari jenjang pendidikan menengah yang berada di
bawah naungan Depdikbud saja. Tidak termasuk dalam pembahasan ini
adalah SMU yang berada selain dibawah naungan Depdikbud juga yang
berada dibawah naungan yayasan atau institusi lain, seperti sekolah
Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Tidak termasuk juga dalam
pembahasan ni Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah
Keagamaan dan Sekolah Menengah Agama.

Jadi dari penegasan-penegasan istilah di atas dapat dipahami
bahwa maksud judul di atas adalah usaha untuk mendiskripsikan
kebijakan pendidikan masa Orde Baru serta pengaruhnya bagi kurikulum
PAI SMU Tahun 1994 sebagai landasan operasional belajar mengajar PAI

SMU.

B. Latar Belakang Masalah
Wacana pendidikan Islam pada masa awal Orde Baru mulai

mengalami pergeseran orientasi yang cukup besar.'' Jika pada awalnya

" Depdikbud, Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah
Umumy/ GBPP PAl SMU Tahun 1994, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hal. 1.

"' Ainurrafiq, ,Pemikiran Zakiah Darajat dan Kiprahnya dalam Perkembangan
Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998); Sebuah Pendekatan
Psikologis®, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001) Disertasi tidak diterbitkan,
hal. 6.



berkutat pada institusi-institusi tradisional, maka memasuki Orde Baru
institusi-institusi tersebut bukan hanya mengalami pergeseran pada
dataran orientasi pemikiran, melainkan sudah memasuki dalam dataran
praktis. Oleh karena itu, pada masa tersebut dapat dilihat sebagai masa
perombakan, bahkan dapat dikatakan sebagai pembongkaran wacana
pendidikan Islam.

Pergeseran orientasi pasa masa awal Orde Baru secara umum
terjadi pada empat sasaran, yaitu: 1) dunia pesantren, 2) madrasah, 3)
lembaga pendidikan tinggi Islam atau IAIN, dan 4) Pendidikan Agama
Islam atau yang disingkat PAI di lembaga pendidikan umum.'?

Memasuki masa Orde Baru dunia pesantren telah mengalami
berbagai pergeseran. Pergeseran tersebut meliputi materi pendidikan,
sistem pendidikan, diversifikasi program, manajemen dan kiprahnya dalam
masyarakat. Secara singkat dapat diungkap bahwa materi pendidikan
yang diberikan mengalami perubahan, seperti diterimanya disiplin-disiplin
ilmu modem. Sistem pendidikan menggunakan sistem modem, seperti
diberikannya ijasah. Programnya juga mulai melebar, contoh
dikembangkannya ketrampilan tertentu, seperti perkebunan, petemakan,
atau perbengkelan. Kiprahnya dalam masyarakat juga semakin
bertambah, misailnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat atau

sumber informasi pembangunan dan program pemerintah lainnya. °

2 Ibid, hal. 8.

3 Ibid. Lihat pula Manfred Ziemek, Dinamika Pesantren dalam Perubahan Sosial,
edisi Indonesia, (Jakarta: P3M, 1986), hal. 233-248.



Madrasah pada saat yang sama juga mengalami pergeseran.
Madrasah yang berkembang’ di Indonesia adalah Madradah lIbtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pada awal Orde Baru mulai
dibuka kesempatan untuk menegerikan madrasah-madrasah tersebut.
Pada masa sebelumnya tidak ada madrasah negeri, yang ada hanya
rmadrasan yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Dengan
adanya kebijaksanaan pe-negeri-an tersebut, kemandirian madrasah mulai
berkurang dan berimplikasi pada berbagai aspek; seperti aspek kurikulum,
manajemen, metodologi, hubungan dengan masyarakat dan hubungan
dengan pemerintah.'

Lembaga pendidikan tinggi Islam atau sekarang dikenal IAIN juga
mengalami pergeseran. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Orde
Lama telah berdiri tujuh buah JAIN."”> Pengembangan IAIN ini terus
berlangsung sehingga pada awal masa Orde Baru sekitar tahun 70-an
jumiah IAIN menjadi 14 buah. Bahkan sampai akhir masa Orde Baru IAIN
telah membuka program pascasarnana baik jenjang magister maupun

jenjang doktor." Perkembangan JAIN tersebut merupakan indikasi

" Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995), hal. 178. Lihat juga, Depag Rl.,, Sejarah Perkembangan Madrasah,
(Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1988), hal. 125-150.

'S Ketujuh IAIN tersebut adalah IAIN yang berada di Yogyakarta, Jakarta, Banda

Aceh, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Surabaya. Lihat, AG. Muhaimin,
“KH. Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building”, dalam Azyumardi Azra
dan Saiful Umam, Menteri-Menteri Agama RI.: Biografi Sosial Politik, (Jakarta; INIS,
1998), hal. 225-227.

'® Hasbullah, Sejarah Pendidikan..., hal. 201.



pergeseran orientasi masyarakat Islam terhadap eksistensi lembaga
pendidikan tinggi Islam.

Pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan umum biasanya
dikenai dengan istilah Pendidikan Agama islam atau disingkat PAl. Orde
Baru yang dimulai segera setelah terjadinya peristiwa gerakan 30
September 1965 (G 30 S/PKI) berhasil menyadarkan masyarakat
Indonesia akan arti pentingnya pendidikan agama. Guna mencegah
menguatnya ajaran komunisme yang jelas-jelas anti agama, maka
pendidikan agama menjadi sangat penting.

Pada masa Orde Baru jumlah jam pelajaran agama di sekolah-
sekolah umum ditingkatkan, yang tadinya hanya dua jam dalam satu
minggu menjadi empat jam.'” Pergeseran ini bukan hanya terjadi pada
kuantitas jam saja melainkan juga kualitasnya. Misalkan dengan
melakukan diversifikasi metode pengajaran atau mengadakan kegiatan
keagamaan yang melibatkan siswa.'®

Secara historis, filosofis maupun konstitusional status pendidikan
agama Islam di Indonesia sangat mapan sebagai bagian darn Sistem

19

Pendidikan Nasional. Sejak diundangkannya Undang-undang No.

7 Linat, Depdikoud, Surat Kepuiusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan, No.
008/C/U/iSTE. No. 008/D/UF1875. dan No. 008/E/A1975 fangoal 17-1-1975. (Jakarta:
Depdikbud, 19786).

'8 Lihat lebinh lanjut tentang diversifikasi ini pada Zakian Darajad, dkk., Metodoiogi
Perngajaran Agama Isizm {Jjakarta: Bumi Aksara 1998,

¥ Ahmad Lujito, “Pendidikan Agama sebagai Subsistem dan implementasinya
daiam Pendidikan Nasional”, dalam M. Chabib Thonz dan Abdul Mui (penyuniing),
PBM-PAI di Sekolah; tksistensi dan Proses Belajai-Mengaiar Pendidgikar Agama islam,

-

(Yogyakaria: ustaka Pclajar, 1998), hal. 3.



2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), eksistensi PAI
di sekolah umum semakin kuat. Secara yuridis-formal, UU Sisdiknas tidak
membedakan kedudukan lembaga pendidikan agama dengan lembaga
pendidikan yang lainnya. Atau lebih tegasnya, iembaga pendidikan Isiam
merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dan
pembangunan nasional. Di samping itu, UU Sisdiknas juga mengakui
pentingnya pendidikan agama termmasuk PAl sebagai mata pelajaran
penting di sekolah-sekolah.

Penjelasan mengenai pentingnya PAI sebagai bagian integral dari
sistem pendidikan nasional dan pembangunan nasional dapat dilihat
dalam Bab |l pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional dan Bab IX pasal
39 (2) tentang kurikulum pendidikan sekolah. Dalam kaitannya dengan
tujuan Pendidikan Nasional , UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, vyaitu
manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemzsyarakatan dan kebangsaan™*’

Daiam katannva dengan kurkulum pendidikan sekolah, UU No.
2/1989 menyebutkan * isi setiap kurikulum, setiap jenis, jalur dan jenjang

pendidikan wajib memust:

2 bid, nhal. Xii.

2 Bap i Pasai 4 JU No. 2/1S89 tentang Sistern Fendidixan Nasiona.



a. Pendidikan pancasila

b. Pendidikan Agama, dan

c. Pendidikan Kewarganegaraan® %

Di dalam penjelasan pasal 39 (2) tersebut disebutkan bahwa
pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan
ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang
dianut oleh peserta didik yang bersangkutan...”. Demikian juga GBHN
tahun 1993 menetapkan: “Pendidikan agama dimasukkan ke dalam
kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan
universitas-universitas negeri’. Dari sini dapat diartikan bahwa pendidikan
agama wajib dilaksanakan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan,
negeri maupun swasta

Dalam rangka melaksanakan amanat GBHN itu maka di sekolah-
sekolah umum diberikan pendidikan agama dalam bentuk mata pelajaran
tersendiri. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum pada
hakekatnya tidak dapat dipisahkan dar upaya pencapaian tujuan
pendidikan nasional yang telah digariskan dalam GBHN yang antara lain
berbunyi: meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam
rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional ini, maka pendidikan

agama harus mendapat tempat yang wajar dan aiokasi waktu tersendiri

% Bab 4 Pasai 32 ). UU No. 2/1289 tentang Sistein Pendidikan Nasional

2 Marwan Saridjc, Bunga Raimpai FPendidikaii Agama isiam, (Jakarta: Depag. R!,
1998}, hai. 37.
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dalam kurikulum sekolah umum. Pendidikan agama harus merupakan
mata pelajaran atau bidang studi tersendiri dan tidak dapat diselipkan pada
mata pelajaran yang lainnya®* Hal ini secara spesifik tentunya melihat
pada kasus Sekolah Menengah Umum.

Melihat dari perkembangan kurikulum, kurikulum 1975 adalah
kurikulum yang disusun pertama kali dalam periode era pembangunan
jangka panjang pertama, yaitu pada repelita Il. Kurikulum 1975 disusun
sebagai koreksi terhadap kelemahan kurikulum 1968, baik dilihat dari
pengorganisaian materinya, pelaksanaan belajar-mengajarmnya, sarana
prasarananya, maupun sistem pengelola-annya?® Pendekatan materi
bidang studi dalam kurikulum 1975 menggunakan pendekatan integral,
artinya beberapa mata pelajaran dalam rumpun yang sama
diorganisasikan dalam satu bidang studi yang integral. Adapuri metode
penyampaian yang digunakan adalah PPSI atau Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional 2

Pelaksanaan kurikulum 1975 terus berianjut sampai tahun 1984,
yaitu pada waktu kurikulum 1984 disusun untuk digunakan pada beberapa
jenis sekolah tertentu. Kurikulum 1984 tidak terialu jauh berbeda dengan
kurikulum 1975, oleh karena i kurikuium 1984 senng disebut dengan

kurikulum 1975 vang disempumakan.?’ Meiaiui penyusunan kurikulum

2 ibid, ha! 37-28

% Ace Suryadi can H. A. R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1994). cetl 2, hal 98

% jbid, hal. 99.

%" ibid, hal.100.



1984 ini, masalah-masalah materi yang tumpang tindih, pengulangan-
pengulangan, dan beban yang terlalu padat dibenahi pada masing-masing
- bidang studi. Disamping itu kurikulum ini juga memperkenalkan bidang
studi baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Pendidikan
Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Walaupun demikian, pada
dasamya materi PSPB tersebut-pun masih tumpang tindih dengan materi-
materi pelajaran lain seperti PMP dan IPS %

Dapat dilihat bahwa pada dasamya perubahan dan koreksi
kurikulum dari satu fase kepada fase yang lain dimaksudkan untuk
membenahi dan merespon perkembangan sosial dalam rangka
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti
luhur #

Kurikulum 1994 disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan
kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kesenian. Perlu diingat kurikulum 1994 menghadapi fenomena
sosiologis yang cukup mendasar, perkembangan sains dan teknologi yang
-berdampak pada pembangunan sosial-ekonomi, transformasi budaya dan
perdagangan bebas. Apalagi perubahan kurikulum 1984 menjadi kurikulum

1994 merupakan momentum penting, karena berlaku menjelang awal abad

2 Jbid.

2 |ihat, Bab Il pasal 4, UU No. 2/1989.



21 yang merupakan abad teknologi. Dengan demikian peran PAl dalam

mempersiapkan generasi yang beriman dan berbudi pekerti luhur menjadi

sangat signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah realitas politik pendidikan pada masa Orde
Baru ?.

Bagaimanakah implikasi kebijakan pendidikan Orde Baru
terhadap kurikulum Pendidikan Aga}na Islam di Sekolah

Menengah Umum tahun 1994 2.

D. Alasan Pemilihan Judul

Kajian ini layak untuk dilakukan karena menurut pandangan penulis

memiliki beberapa signifikansi. Diantaranya adalah:

1.

2

Sejarah peralanan politk pendidikan di Indonesia memiliki

dinamika yang cukup dialektis, karena pendidikan bagi sebuah
bangsa memilki arti dan peranan yang cukup penting dan sangat
menentukan bagi kemapanan dan kemandirian masa depan

bangsa.

Pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru mengalami

pergeseran wacana yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh

berbagai tarik ulur kepentingan pengambil kebijakan.
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3. Pendidikan agama merupakan faktor penting bagi upaya
pencapaian tujuan pendidikan nasional dan begitu pula sebagai

upaya pembentukan manusia yang seutuhnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana realitas sejarah pendidikan Islam di
Indonesia pada masa Orde Baru.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam kebijakan yang melatar-
belakangi pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum
pada kurikulum 1994.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah
wawasan dan pengetahuan peneliti serta diharapkan memperkaya khasanah

keilmuan Islam, terutama dalam diskursus pendidikan Islam.

F. Kerangka Teoritik
Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan terpola yang
dilakukan sepanjang waktu dan merupakan keputusan rutin dan ada pula
yang tidak rutin. Terdapat tiga teori pengambilan kebijakan yang dianggap
paling sering dibicarakan dalam berbagai pengambilan kebijakan negara.
1. Teori rasional komperhensif
Hasil yang diambil dar keputusan ini adalah rasional, yakni
keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Untuk

konteks negara yang sedang berkembang model rasional
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komperhenshif ini jelas tidak mudah diterapkan. Hal ini disebabkan oleh
tidak memadainya informasi dan data statistk Tidak memadainya
perangkat-perangkat teori yang siap pakai ini untuk negara-negara yang
sedang berkembang yaitu pada teknologi budaya, dimana sistem
pembuatan keputusan itu beroperasi tidak mendukung, karena birokrasi
di negara yang sedang berkembang umumnya dikenal amat lemah dan
sangat tidak memasok unsur-unsur rasional dalam pengambilan
keputusan.

2. Teori inkremental

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan
penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan
kepentingan-kepentingan kelompok yang lebih kuat dan mapan serta
kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan-kepentingan
dalam masyarakat. Sementara kepentingan kelompok-kelompok yang
lemah dan secara politik tidak mampu mengorganisasikan kepentingan
praktisnya akan terabaikan.

3. Teori pengamatan terpadu (mixed scanning theory)

Model pengamatan terpadu pada hakekatnya merupakan
pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model
rasional komperhenshif dan model inkremental dalam proses
pengambilan kebijakan.

Dalam beberapa kasus, penggunaan model inkremental mungkin akan

memadai, sementara pada kasus-kasus yang lain pendekatan yang lebih



15

menyeluruh sebagaimana nampak dalam pendekatan rasional komperhensif
mungkin yang lebih diperlukan.*

Dari ketiga teori tersebut, tampaknya teori inkremental merupakan yang
pemikiran yang digunakan dalam pemerintahan Orde Baru, karena
inkremental cenderung mengabaikan peluang bagi perlunya pembaharuan
sosial yang mendasar. Oleh karena itu gaya inkremental dalam pembuatan
kebijakan cenderung menghasilkan kelambanan dan menjaga terpeliharanya
status quo, sehingga merintangi upaya penyempurnaan proses pembuatan
keputusan itu sendiri.>'

Sementara itu hubungan umat Islam dengan pemerintah di Indonesia
pada masa Orde baru yang mayoritas beragama Islam selalu diwamai
hubungan yang “canggung”. Hal ini disebabkan karena Islam adalah agama
yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aspek politik kenegaraan.
Sedangkan di sisi lain, adanya penetrasi konsep bangsa yang berangkat dari
pengalaman Barat yang sekuler menyebabkan terjadinya perbedaan
mendasar dalam merumuskan “kepentingan” negara dengan “kepentingan”
umat Islam. Hal ini yang kemudian menyebabkan kebijakan-kebijakan positif
tentang pendidikan Islam tidak lahir dengan gampang. la harus memiliki

kekuatan tawar-menawar kultural dan dalam kadar kertentu dapat bersifat

% Sholihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan darn Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 19-36.

% Sarwanto, “Politk Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru*, Skripsi,

(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hal. 16.
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politis. Apapun perubahan yang ingin dicapai, kebijakan dalam mengelola
pendidikan Islam seharusnya mengakomodasikan tiga kepentingan yaitu:

1. Bagaimanapun kepentingan itu pada dasamya harus memberi ruang
tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni
menjadikan pendidikan Islam sebagai wahana untuk membina ruh
atau praktek hidup Islami.

2. Bagaimana kebijakan itu memperjelas dan memperkukuh
keberadaan pendidikan Islam sebagai ajang membina warga negara
yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan
sederajat dengan sistem sekolah.

3. Bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan pendidikan Islam dapat
merespon tuntutan-tuntutan masa depan.*?

Akan tetapi pada kenyataannya, kebijakan yang telah ditempuh
pemerintah Orde Baru dalam mengelola pendidikan Islam tidak memberi
kesempatan yang luas untuk membangun umat. Kesempatan untuk
mendapatkan legitimasi yang lebih luas dan perbaikan secara mendasar
hampir tidak permah diperolehnya. Bahkan kebijakan yang- positif terhadap
pendidikan Islam harus melalui perjuangan yang cukup serius dan
melelahkan. Pendidikan Islam memperolah statusnya yang sekarang hanya
setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan itu diawali
dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun
1975 dan puncaknya adalah lahimya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2 A, Malik Fajar, Madrasah dan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 31-32.
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Dalam hal kebijakan, terdapat empat tingkatan kebijaka‘i;n yaitu:
1. Tingkatan kebijakan nasional (national policy level)

Penentu kebijakan tingkat nasional ini adalah Majlis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kebijakan ini disebut juga dengan
kebijakan administratif.

2. Tingkatan kebijakan umum (general policy level)

Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan eksekutif, oleh karena
yang menentukan kebijakan ini adalah mereka yang berada pada posisi
eksekutif. Adapun yang termasuk dalam tingkatan ini aﬁalah :

a. Undang-Undang. Kekuasaan kelahirannya berada di tangan

presiden, meskipun harus juga dengan persetujuan DPR.

b. Peraturan Pemerintah, yaitu kebijakan yang dibuat dalam
rangka mengoperasionalkan Undang-Undang dan kekuasaan
pembuatannya berada di tangan presiden. .

c. Keputusan dan instruksi Presiden yang berisi kebijakan umum
tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatannya
berada di tangan presiden.

3. Tingkatan kebijakan khusus (special policy level)

Kebijakan yang wewenang pembuatannya ada di tangan Menteri
dengan mendasarkan kebijakan yang berada di aﬁasnya. Kebijakan
pada tingkatan ini dapat berupa : Keputusan Menteri, Peraturan
Menteri, Instruksi Menteri, dan oleh karena Sekretaris Jendral dan
Inspektur Jendral berfungsi selaku pembantu menteri, maka

keputusannya dikategorikan juga sebagai kebijakan khusus.
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4. Tingkatan kebijakan teknis (technical policy level)

Disebut juga dengan kebijakan operatif, karena merupakan
pedoman pelaksanaan. Adapun penentu kebijakan ini berada pada
pejabat eselon dua ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan

lembaga non-departemental.*

G. Telaah Pustaka

Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada kajian khusus tentang
topik ini. Terdapat sebuah skripsi dengan judul “Arti Penting Undang-undang
No. 2 tahun 1989 bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia”. Skripsi yang
ditulis oleh Anang Mugadam pada tahun 1994 ini menekankan pada proses
penyusunan Undang-undang tersebut sejak awal gagasannya hingga
terbentuknya Undang-undang dan arti pentinganya Undang-uhdang tersebut
ssbagi Pendidikan Agama Islam (PAl) di Indonesia. Dalam skripsi ini, ulasan
implikasinya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini terhadap
PAl masih secara general dan tidak secara spesifik.

Demikian juga skipsi “Politik Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru”
yang ditulis oleh Sarwanto pada tahun 2000. la membahas kebijaksanaan
pemerintahan Orde Baru dalam pengelolaan pendidikan Islam, yang meliputi
penyetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, penghapusan libur

puasa, normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) dan pengintegrasian

* Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet.
1, hal. 24-25.



pendidikan Islam kedalam sistem pendidikan nasional. Topik ini masih
bersifat umum dan memiliki cakupan yang cukup luas.

Masih terdapat skripsi yang ditulis pada tahun 2003 bleh Iskandar Hadi
dengan judul “Pengaruh Politik Pendidikan Pemerintah Orde Baru terhadap
Madrasah.” Pada tulisan ini pada dasamya menelaah secara serius
pengaruh politik pendidikan pemerintahan Orde Baru, namun secara spesifik
terhadap Madrasah. Dalam analisanya terdapat beberapa produk politik yang
memiliki implikasi signifikan terhadap perjalanan sejarah dan eksistensi
pendidikan Islam yang berupa Madrasah, yang aﬁtam lain Surat Keputusan
Bersama (SKB) Tiga Menteri dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dengan demikian beberapa penelitian mengenai politik pendidikan
Orde Baru dan kebijakannya di atas berbeda dengan topik penelitian yang
menjadi fokus penulis. Sehingga penulis menganggap topik tentang kebijakan
pendidikan Orde Baru dan implikasinya terhadap PAI di sekolah umum: studi
kasus kurikulum PAI Sekolah Menengah Umum tahun 1994, layak untuk

diteliti.

H. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu
metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode itu
sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan
hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak
dalam upaya mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research) artinya dengan menggunakan data-data
dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat disknptif analitis, yaitu dengan
memaparkan realtas politik pendidikan Orde Baru dan berbagai
kebijakan yang ada pada masa ini kemudign menganalisa implikasinya
terhadap pendidikan agama Islam di sekolah menengah umum
kurikulum 1994.

c. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Dimana
dalam penelitian ini mengupas berbagai aspek fenomena sosial yang
melatarbelakangi munculnya sebuah kebijakan.

Dari sini diharapkan akan mendapatkan faktor-faktor dominan
yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan kurikulum PAIl tahun
1994 di SMU pada masa Orde Baru.

d. Langkah-langkah penelitian

Penelitian yang menganut jenis library rasearch ini, artinya data-
data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, baik yang
berupa sumber primer maupun skunder.

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber.

Dalam kajian kepustakaan, sumber data yang dikumpulkan
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dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yaitu, sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang
terdiri dari berbagai regljlasi atau kebijakan yang secara langsung
berkaitan dan berimplikasi terhadap pendidikan agama Islam di sekolah
menengah umum pada masa Orde Baru kurikulum 1994. Adapun
sumber data skunder adalah data yang melengkapi, yaitu segala
sumber data yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan Islam
pada masa tersebut.

Kedua, melakukan kritik interpretasi terhadap data-data yang ada
dengan menggunakan metode analisis sintesis, yaitu dengan melihat
secara utuh sosok PAl kemudian menganalisanya secara lebih kritis
dan rﬁenyimpulkannya secara spesifik. >

Ketiga, menuangkan seluruh hasil analisis dalam bentuk naskah
skripsi sebagai laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan

sungguh-suingguh dan tekun.

I.  Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah :
Pada bab pertama menampilkan pokok bahasan pendahuluan. Kemudian
dijabarkan lebih lanjut sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan
masalah, kerangka teoretik, kajian kepustakaan, tujuan penelitian, metodologi

_penelitian, dan diakhiri dengan mengungkapkan sistematika penelitian.

N Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan

Perkembangannya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 10-11.
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Bab kedua memuat diskripsi perjalanan pemerintahan Orde Baru
sebagai sebuah paparan menyeluruh merupakan hal yang urgen untuk
dilakukan. Maka dalam bab ini dibahas lebih lanjut mengenrahi; perfama,
menjelaskan secara makro bagaimana gambaran politik pendidikan
pemerinthan Orde baru. Kedua, melihat gambaran arah kebijakan pendidikan
Orde baru dan ketiga, mendiskripsikan bentuk-bentuk kebijakan pendidikan
pemerintahan Orde Baru.

Bab ketiga berisi tentang gambaran kurikulum PAI tahun 1994 di SMU.
Dalam bab ini menjabarkan secara diskriptif mengenai tujuan PAIl di SMU.
Dalam kaitannya dengan PAI maka fungsi pengajaran PAl menjadi urgen
untuk dipaparkan. Selanjutnya menggambarkan secara utuh struktur
kurikulum PAlI SMU tahun 1994. Sebagai gambaran untuk membedakan
dengan kurikulum PAlI di SMU pada periode yang lain, pada bab ini
dipaparkan mengenai karakteristik kurikulum PAI SMU tahun 1994.

Dalam bab keempat penulis membuat analisa terhadap implikasi
kebijakan Orde baru bagi PAlI SMU tahun 1994 dengan memaparkan
kukuhnya eksistensi/ posisi Pendidikan Agama Islam dalam sistem
pendidikan nasional pada masa Orde baru dengan adanya UU No. 2/ 1989
yang kemuadian menganalisa secara tajam implikasi kebijakan Orde Baru
terhadap kurikulum PA| SMU tahun 1994 dan selanjutnya pada babi ini pula
penulis akan mendiskripsikan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam di
. sekolah merupakan keputusan politik yang lahir dengan perjuangan yang

panjang dan gigih dari para pemikir Islam.
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Bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi

dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Realitas Politik Pendidikan Orde baru

Realitas politik pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintahan Orde Baru selalu tidak memnguntungkan posisi politik umat
Islam. Hal ini diakibatkan karena kuatnya dominasi pemerintahan Orde
Baru dalam menentukan kebijakannya. Posisi pemerintahan Orde Baru
yang demikian dalam tataran penentuan kebijakan masuk dalam kategori
teori inkramental. Yakni keputusan yang dibuat lebih mewakili kelompok
kepentingan yang dominan dan kuat. Sedangkan posisi politik umat Islam
dapat dikatakan sangat lemah.

Perjalanan pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami
dinamika yang cukup dialektis dan penuh dengan berbagai tantangan
serta hambatan dalam realisasinya. Indonesia dibawah pemerintahan
Orde Baru menerapkan politik pendidikannya bersifat sentralistik dan tidak
menguntungkan bagi posisi politik umat Islam yang berakibat pada tidak
akomodatifnya pemerintahan Orde Baru terhadap aspirasi politik umat
Islam.

Dengan realitas politik Orde baru yang demikian, para tokoh pemikir
Islam melakukan berbagai usaha dan perjuangan yang cukup gigih dalam

membangun hubungan yang hamonis dan memperkuat posisi tawar umat
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Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Dari perubahan sikap politik umat
Islam inilah yang kemudian merubah hubungan dan sikap politik pemerintah
Orde baru ke arah sikap yang lunak dan akomodatif terhadap kepentingan
politik umat Islam. Implikasi riel yang dapat dirasakan dari sikap akomodatif
ini adalah kebijakan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di SMU

tahun 1994 sebagai bagian dari lahirnya UU No. 2/ 1989

2. Impilikasi Kebijakan Pemerintahan Orde Baru terhadap Kurikulum
PAI 1994

Melihat sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia sejak awal
kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru, bahwa pelaksanaan
pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum pada dasamya
adalah keputusan politik yang tentunya merupakan hasil perjuangan yang
cukup panjang dan melelahkan dari para pemikir dan tokoh Islam.

Perhatian dan kemauan politk pemerintah Orde Baru dalam
mendorong dan meletakkan dasar yang kuat bagi upaya peningkatan
keimanan dan ketaqwaan dan pembentukan moral dan akhlak generasi muda
semakin dirasakan dalam dunia pendidikan dan masyarakat luas pada
dekade akhir pemerintahan Orde Baru.

UU SPN merupakan kebijakan monumental bagi pendidikan Islam.
Lahimya UU SPN 1989 sebagai kebijakan nasional merupakan peristiwa
' yang cukup penting bagi dunia pendidikan dan khususnya bagi pendidikan

Islam di Indonesia. Upaya integralisasi pendidikan Islam dalam sistem
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pendidikan nasional secara legal formal telah dilakukan. Dengan demikian
tidak seharusnya terjadi dikotomisasi ilmu dan pendidikan di Indonesia.
Secara substansial, dengan ditetapkannya UU SPN memiliki implikasi
yang cukup besar bagi kurikulum PAlI SMU tahun 1994, antara lain
a. Kurikulum PAI SMU tahun 1994 wajib dimplementasikan di seluruh
Sekolah Menengah Umum baik swasta maupun negeri, yang
memang sebelum diundangkannya UU SPN, pendidikan agama
hanya diwajibkan untuk sekolah-sekolah negeri.
b. Alokasi waktu dalam kurikulum PAlI SMU 1994 sebanyak dua jam
dalam seminggu.
c. Pokok Bahasan/kajian pendidikan agama Islam diorientasikan juga -
untuk keterpaduan dengan bidang studi yang lain, sehingga
pengetahuan umum dan pemahaman keagamaan bagi peserta didik

tidak bersifat dikotomis.

B. Saran-saran

Melihat refleksi di atas, diharapkan para pemikir pendidikan Islam
pada khususnya dan umat Islam pada umumnya dapat memanfaatkan
peluang dengan mengembangkan pendidikan Islam dalam kehidupan yang
lebih luas.

Perlu dikembangkannya forum dialog antara pemerintah dan tokoh
masyarakat yang diarahkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa

pendidikan agama harus dimulai dan dikembangkan dari keluarga.
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Pendidikan agama bukan hanya tanggung jawab guru agama semata,
tetapi pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua.

Peluang yang tersedia bagi pelaksanaan pendidikan agama harus
dikembangkan oleh masyarakat dan pihak orang tua murid. Apabila kita
tidak memanfaatkan peluang yang tersedia bukan hanya merugikan orang
perorang, tetapi akan mengancam bagi kelangsungan pembangunan
nasional.

Akhimya bagi seluruh civitas akademika, khususnya di lingkungan
pendidikan Islam hendaknya senantiasa meningkatkan apresiasi dan
pemahaman yang lebih mendalam serta melakukan kritik natas berbagai
kebijakan yang muncul yang berkaitan dengan pendidikan agama. Hal ini
diharapkan akan memberikan peningkatan bagi pengembangan

pendidikan Islam di Indonesia.
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